Pemerintah Provinsi Gorontalo Raih WTP 11 Kali Berturut-turut

https://gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-raih-wtp-11-kali-berturut-turut/

Kota Gorontalo, Kominfotik — Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Perolehan opini
WTP yang ke-11 kali itu disampaikan oleh Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang pada Sidang
Paripurna DPRD ke-101, Senin (29/5/2023).

Pencapaian Opini WTP ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap kualitas
laporan keuangan yang dihasilkan. Tentunya tidak lepas juga dari sinergi seluruh pemangku

kepentingan, serta dukungan DPRD dalam pelaksanaan fungsi dan pengawasannya.

“Sesuai dengan SAP berbasis aktual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat
ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksaan program atau kegiatan juga
pelaporan keuangan tahun anggaran 2022 telah didukung dengan SP yang cukup efektif. Sehingga BPK
menyimpulkan bahwa opini Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 adalah Wajar

Yanpa Pengecualian,” ungkap Pius Lustrilanang.

Atas raihan yang membanggakan ini, BPK RI juga memberikan sejumlah catatan untuk menjadi bahan
evaluasi. Pertama, pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan pada empat SKPD melebihi
ketentuan Perpres nomor 33 tahun 2020 dan SHSR 2022.

Kedua, kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal pada dinas PUPR dan Dikbudpora senilai 1,32
miliar dengan denda keterlambatan yang belum dibayarkan senilai 528,24 juta. Ketiga, penatausahaan
aset pada Pemerintah Provinsi GoronPemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Perolehan opini
WTP yang ke-11 kali itu disampaikan oleh Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang pada Sidang
Paripurna DPRD ke-101, Senin (29/5/2023).
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“Meskipun opini sudah WTP, namun tetap diperlukan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam
pengelolaan keuangan pada Pemprov Gorontalo. Untuk itu, BPK merekomendasikan pada Penjagub
Gorontalo agar merevisi peraturan gubernur tentang standar harga satuan regional dengan

memendomani pada Perpres Nomor 33 tahun 2020,” jelas Pius Lustrilanang.

Pada kesempatan yang sama, Penjagub Ismail mengucapkan terima kasih atas kontribusi positif BPK
Rl dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemprov Gorontalo. Tak lupa ia juga
mengapresiasi seluruh jajarannya dan DPRD Provinsi Gorontalo yang telah menjaga dan membantu
sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 mendapatkan opini
WTP.

“Kami berharap bahwa LKPD Tahun Anggaran 2022 bisa menjadi landasan bagi kami untuk menyusun
laporan keuangan di tahun 2023. Atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan terima

kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah,” tutur Ismail.

Menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK RI atas pemeriksaan LKPD Tahun
Anggaran 2022, Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, Politik, dan Kebijakan Publik Kemenaker
berkomitmen akan segera melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil
pemeriksaan dalam kurun waktu 60 hari. Pertama, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak

lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Kedua, mendorong Badan Inspektorat Daerah, Badan Keuangan, dan Organisasi Perangkat Daerah
dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 60 hari sejak

laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Sumber Berita:

a. https://gorontaloprov.go.id/pemprov-gorontalo-raih-wtp-11-kali-berturut-turut/ [diakses pada 12
Juni 2023].

b. https://abatanews.com/pemprov-gorontalo-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri// [diakses pada 12 Juni
2023].
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Catatan:

1. Undang — Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara, mengatur bahwa:

a.

Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai
kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan.

Pasal 1 angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil
pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk
melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah memuat opini.

Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam
laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil

pemeriksaan diterima.

2. Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, mengatur bahwa:

a.

Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan
atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan
keuangan negara.

Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka

untuk umum.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur

bahwa:

a.

Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan
proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan
sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD
sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;

C. neracg;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f.  laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 191 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 191 ayat (4) menyatakn bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
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